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Pembelian Pupuk
Subsidi Dibatasi

B Hanya untuk Sembilan Komoditas Pangan

Pupuk yang disubsidi hanya NPK dan
Urea. Lalu dibatasi pupuk subsidi untuk
sembilan komoditas pangan yang mem-

pengaruhi inflasi

JAKARTA, TRIBUN
Pemerintah membatasi
pembelian pupuk subsi-
di seiring melonjaknya
harga bahan baku untuk
pupuk akibat perang Ru-
sia - Ukraina. Pembatas-
an tersebut dituangkan
dalam Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan) No-
mor 10/2022 tentang Tata
Cara Penebusan Alokasi
dan Harga Eceran Ter-
tinggi Pupuk Bersubsidi di
Sektor Pertanian.

Dalam Permentan terse-
but, nantinya mulai Sep-
tember 2022 pupuk hanya
diperuntukan kepada sem-
bilan komoditas pangan
yakni padi, jagung, kede-
lai, cabai, bawang merah,
bawang putih, tebu rak-
yat, kakao, dan kopi.

Direktur Pupuk dan Pes-
tisida Kementerian Per-
tanian Mohammad Hatta
mengatakan, saat ini ter-
jadi gangguan dalam ran-
tai pasokan global yang
menyebabkan kenaikan
harga barang dan jasa, di
mana harga pupuk kini
mengalami lonjakan signi-
fikan.

“Pupuk yang disubsidi
hanya NPK dan Urea. Lalu
dibatasi pupuk subsidi
untuk sembilan komoditas
pangan yang mempenga-
ruhi inflasi,” ujar Hatta
saat soft launching Apli-
kasi Rekan di Bali, Senin
(18/7).

Mohammad Hatta

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian
juga akan terus menin-
daklanjuti temuan Ba-
dan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terkait penyaluran
pupuk subsidi. Hatta me-
ngatakan, penyimpangan
pupuk subsidi saat ini
menjadi perhatian semua
pihak dan menjadi temu-
an BPK.

“Ini jadi perhatian BPK
khususnya penyaluran
dan pembayaran subsidi
yang tidak tepat sasaran,
tidak tepat waktu sehing-
ga petani tidak mempero-
leh pupuk pada saat dibu-
tuhkan,” ucap Hatta.

Menurutnya, upaya mi-
tigasi penyimpangan yang
dilakukan Kementan yai-
tu pengembangan sistem
verifikasi dan validasi pe-
nyaluran pupuk subsidi,
serta mendorong petugas
berperan aktif melakukan
pengawasan.

“Perubahan pengecer

yang cukup dinamis dan
mekanisme pembayaran
yang tidak akuntabel, do-
kumen administrasi yang
belum sesuai ketentuan
harus jadi perhatian serta
komitmen bersama,” tu-
turnya.

Kementan lanjut Hatta
juga tidak memiliki renca-
na mengatur harga pupuk
nonsubsidi melalui Harga
Eceran Tertinggi (HET).
Sebelumnya pemerintah
pernah melakukan diskusi
soal HET tetapi tidak ada
jalannya untuk melaku-
kan intervensi, sehingga
dilepas sesuai mekanisme
pasar.

“Itu harus dibuat regu-
lasi besar dari Kemente-

. rian Perdagangan. Saat

ini kami hanya mengatur
yang pupuk subsidi,” kata
Hatta. °

Menurutnya, pemerin-
tah sudah siap dan akan
berupaya mengatasi ke-

luhan petani, setelah pu-
puk subsidi jenis NPK dan
Urea hanya diperuntukan
ke sembilan komoditas
pertanian.

“Pemerintah harus hadir
dan memfasilitasi keingin-
an mereka yang coba kami
sesualkan. Contohnya ap-
likasi Rekan yang mulai
diterapkan di Bali, petani
ngeluh soal tanda tangan,
ya kami hilangkan dan cu-

" kup difoto petaninya,” tu-

turnya.

Ia menjelaskan, pem-
batasan pupuk subsidi
nantinya diterapkan pada
September 2022, di mana
pemerintah mengutama-
kan jenis pertanian paling
yang dibutuhkan dan ber-
pengaruh ke inflasi.

“Urea petani tebus Rp
2.250 per kilo, sedang-
kan harganya Rp 9.000
sampai Rp 10.000 per ki-
logram. NPK kurang lebih
di atas Rp 10.000 tapi pe-
tani hanya menebus ku-
rang lebih Rp 3.000," ujar
Hatta.

Pembatasan *%omodi-
tas pertanian yang ber-
hak mendapatkan pupuk
subsidi tertuang dalam
Peraturan Menteri Perta-
nian (Permentan) Nomor

10/2022 tentang Tata
Cara Penebusan Aloka-
si dan Harga Eceran Ter-
tinggi Pupuk Bersubsidi di
Sektor Pertanian. (tribun
network/sen/wly)
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